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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 420.2/ 2337 -Dikbhud/2018
Tentang
Pemberian [4n Operasiongl SMP BAHTRA pada Yayvasun Bshagia Nurul Jannsh Pondok

Pesantren Baltra vang beralamat di Kp. Pasic Walet RL003 Rw. 014 WKeluraban Kobayan
Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca . Surat permohonan Ijin Operasional dari Kepala SMI* BAIITRA Nomor:
8004011/ sMP BAHTRA/VIIY 2018 tanggal 7 Agustus 2017.
Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggunpjawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah,

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN BAHAGIA NURUL
JANNAH di Kp. Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan
Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan
didirikannya SMP SWASTA BAHTRA di Kp. Pasir Walet Ru.003 Rw,
014 Kelurahan Kabayun Kecamatun Pandeglang Kabupaten Pandeglang;

¢. Dahwa semua persvaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP
SWASTA BAHTRA oleh YAYASAN BAHAGIA NURUL JANNAH
teluh dipenuhd;

d. Bahwa berhubung dengan hal tersebul i alas, muka uniuk membina
kegiatan pendidikan di lingkongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang,. dipandang perlu menstapkan Keputusan Kepala
Dinus Pendidikan dan Kcbudayaan Kabupaicn DPandeglang tentang
PEMBERIAN TZIN OPERASIONAL kepnda YAYASAN BAHAGIA
NURUL JANNAH untuk mendirikan SMP SWASTA BAHTRA i Kp.
Pasir Walet Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang
Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lebaran Negara Nomor 3041} scbagaimana tclah diubah dengan Undang-

Tndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389{));

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Bunlen (Lembarun Negars ‘1ahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lebaran

Negara Nomor 401 10];

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran
Negara Nomor 4301);
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Undang-Undung Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 353,
Tambahan Lebaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintuh Daerah
( Lemburan Negara Tubon 2004 Nomor 125, Tambahan T.ebaran Nepara
Nomor 4437) sehapaimana telah diubah dengan Perataran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 (Lembar Negara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lemberan Negara Nomor 4493 )

Peraturan Pemenintah Nomor 28 Fahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
{Tembaran Negara Talun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah
Nomor 35 Tashun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90,
1'ambahun Lemburan Negara Nomor 3763 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenanpgan DProvinsi sebagai Daerah Otonom
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 39323,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4464):
Peraturan Pemerintah Nomor 48 ‘Tatbun 2008 (lentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor
a1, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4864);
Keputusan Menteri Peondidikan MNasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedomun Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Momor 29 Tahun 2005 tentang
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Slandar Pelayanan Mimmal Pendidikan Dasar di Kabupalen/Kota;
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten Pandeglang;

. Peraturan Bupali Pandeglang Nomor 40 Tahun 2016 terdang Kedudukan

Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

- Adda Notaris & H. YUNARDL SH Nomor 63 tanggal 31 Agostus 2007

tentang Perubahan AKTA Pendirian YAYASAN BAHAGIA
NURULJANNAIL

Surat Rckomendasi dari Kclurashan Kabayan Kecamatan Pandeglang
Nomor 470/374-Kwel Kbyn/2015 tanggal 08 September 2015;

. Surat Rekomendasi Pendirian SMP BAHTRA dari Kepala UPT Dinas

Pendidikan dan Kebudavaan Kecamatan Pandeglang Nomor 420/234-
Kec/2015 ranggal 14 September 2015:

. Surat Rekomendasi dari Dewan Pedidikan Nomor: 64/ PLHX2015

tangpal 02 Clktober 2015,

. Surat Rekomendasi dari YAYASAN MURSYIDATUL JANNAII

IDKHO Nomor 02/KH-01YMEKI2016 tanggal 01 Scpicmber 2016:
Surat Keterangan dari SMP Negenn | Pundeglang Nomor BOO/167-
SMP.01/2015 tanggal 10 Qkioher 2015, untuk menjadi sekotah Induk
bagi SMP BAHTRA:

SK Pendirian dari Dinas Pendidikan dan Kabudayaan kabupaten
Pandeglang Nomor 420.2/1288-Disdikbud/2017 tungual 1¥ Sepember
2017
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MEMUTUSKAN

: Memberi izin operasional kepada YAYASAN BAIIAGIA NURUL

JANNAH unluk mendirikan SMP BAHTRA yang beralamat di Kp. Pasir
Walet Rt.003 Rw. 014 Kclurahan Kabayan Kecumulan Pandeglang
Kabuapaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;

- Pemberian izin fersebul pada diktum pertama keputusan ini berlaku

sepanjang mematuhi dan memenuhi semua ketentuun vang berlaku dan
wajib melakukan daftar vlang (her registrasi) setiap awal tahun peiajaran,

: Menugaskan kepuda Kepala Bidang, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk
melaksanzkan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;

: Hal-hal lain yvang temvala belum aten odak diature dala keputusan ini akan

diatur dalam ketentuan tersendiri;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan afau perbatkan seperlunya, apabila dikemudian hari
terdapat kekelirnan di dalamnya.

Ditetapkan di  : Pandeglang
Pada tanggpal : 23 Oktober 2018

Kepala
“Dings Pendidikan dan Kebudayaan
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. Yth. Bupati Pandeglang;

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Rl di Jakarta;

Y. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;

Yih. Dirclktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakaria;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Scrang;,
. Ytih. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

. Yth. Kcpala SMP Negeri |1 Pandeglang;

Yth, Ketua YAYASAN BAITAGIA NURUL JANNAH;

Perimegal
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